
SALINAN 

BUPATI LANDAK 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR T TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 18 TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA KETENTUAN PENETAPAN PEMBAYARAN MINIMAL PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LANDAK, 
a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten 

Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan mengatur besaran Nilai Jual Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak; 

b. bahwa berdasarkan kondisi nyata wilayah Kabupaten Landak 
banyak Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak dengan nilai 
sebesar NJOPTKP, sehingga biaya proses pembuatan instrumen 
lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh; 

c. bahwa untuk lebih meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan dan menutupi kerugian daerah dalam tiap Tahun 
Anggaran, maka perlu diatur mengenai penetapan Pembayaran 
Minimal atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Ketentuan Penetapan Pembayaran Minimal Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai Iagi 
dengan keadaan saat ini sehingga perlu diubah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Ketentuan Penetapan 
Pembayaran Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-UndangNomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3970); 



• 
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 55 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Tahun 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25); 

11. Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2019 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Sadan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 594). 



, 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA 
KETENTUAN PENETAPAN PEMBAYARAN MINIMAL PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Ketentuan Penetapan Pembayaran Minimal Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013, Nomor 
211) diubah se bagai beriku t : 

Pasal I 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Landak. 
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Landak. 
3. Badan adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. 
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

6. Pembayaran Minimal adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan apabila nilai Pajak Bumi dan 
Bangunan yang terutang dibawah akumulasi biaya pembuatan instrumen 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibawah 
ketentuan nilai pembayaran minimal yang ditetapkan, maka Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah 
sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 
pada tanggal 3o Joa 1o2o 

BUPATI LANDAK, 

TTD 

KAROLIN MARGRET NATASA 
Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal 3o non 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, 

TTD 

VINSENSIUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 632 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SETDA KABUPATEN LANDAK 

DARIANUAR I SH. 
NIP. 19661128 199402 2 001 


